
?,. Undar.9 ... Ur.dar,g Nomm 33 Tahun 2C04 ~ntr.r.9 Per.rr,bangar, 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambanan i.embaran Negara Repubiik indonesia Nomor4438); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Aoncan"" II omh""·ra M~""r"" D.on, ,hlil.. ln.inn°"i"" T ""h' ,n 'l(\(\7 ... nmnr ~~ ..., .... -. c • c..c;iil. \ ~.;;;., • a-.,wj • CV~"-C g c ,w,-;~c~, •• • ..,.""'" ·~·.;,c:(;oi. c ~· ·~· c ~vv, Ct-..- ... c-.,,;:c ...,,...,,, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); / 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daeran Kabupaten Dalam llngkungan Propmsr OJawa Tengan ; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
II a.-.nh ... r~n l.l~~r-1 O_on,,hl;t. lnrfnno:5;... T ... i..,,n ")nnA l.lnmnr 1"),:; 

, .... "''''""UIUII ,.,.v~IU ·~uuu,, lll'UV1111rti., KA IGih,,n, .... v~ i~u,,,v, ''-'"', 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0010r 4437); 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor i 2 T ahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
T ambahan T ambahan lernbaran Negara Republilc Indonesia Nomor 
4844); 

Mengingat 

h h .... h,af'3o '4e""'""" ..,,,4..,. ... .,..,, "'<'"""""'h..,.h..,.... h....,...,.m ... ..,. h ......... ,..,.,.,, c-ah_,.,....,.;""' ........... 
a..,. ~· •••'4 W I•~'--'"• '4W'41 ,,c.c t'""' tCiiU II IWc;,illf '""-' t a.,lw,'°'c.ilt t I 1" ..,~ fU..,~11 I ......._.IJ"'::f'°"" I U:AI fc;,ii& 

dimaksud pada huruf a. perfu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tara Cara Pemberian Bantuan 
AAibat Sencana Aiam Di Kabupaien F'u1baiingga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 
hun!f b, p,erlu menetap,kan Peraturan B1.1?ati tentang Pembahan /1.tas 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten 
Pu.-baiiogga; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan kOfban penderitaan penduduk yang 
mengalami musibah akibat bencana alam di Kabupaten Purbalingga, 
maka perlu menambah besamya bantuan ba9i penduduk yan9 
meningga1 dunia akibat bencana; 

DENGAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURBALINGGA, 

NOMOR 0.¢ TAHUN 2012 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 52 TAHUN 2010 
TENTANG ?EDOiAAN TATA CARA PEMBERiAN BANTUAN AKiBAT BENCANA 

DI KABUPA TEN PURBAUNGGA 

BUPATI PURB~INGGA 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

f , 



(1) Besamya bantuan seba_gaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetaokan 
sebagaj berikut : · 
a. Relokasi tempat tinggal penduduk sebesar Rp. 5.000.000,00 

{t~ma iuta fl..!.?~ah} ?ef ~.!mah~ 
b. Penduduk meninggal dunia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) per jiwa; 
c. Pet1duduk -iuka,'sdk,'t be,12r da11 pertu dirawat seoesar 

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang; 
d. Keluarga yang rumah/tempat usahanya roboh/hancur/hangus 

total sebesar Hp. 2.500.000,00 (dua Juta uma ratus nbu rupiah) 
per rumah; 

e. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat sebesar 
Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per keJuarga/ 
per musibah; / 

Pasal 5 

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 ayat (1) 
berbunyisebagaiberikut: 

Pasal 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG 
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA 
DIKABUPATENPURBAUNGGA 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82.. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Diawa T engah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 T ahun 2000 tentang Pengelolaan Dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 4022) ; 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 58 l anon 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 53, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengeioiaan Keuangan Oaerah, sebagaimana teiah beberapa kaii 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 
Nomor7); 

- as, as 

Menetapkan 



{1) Besamya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 
sebagai berikut : 
a. Relokasi tempat tinggal penduduk sebesar Rp. 5.000.000,00 

llim~ i11t~ n1ni~h\ nor n1m~h· , ... ··- ,-- . -,...·-· ., ,...._ .. -·· ·-· ., 
b. Penduduk meninggal dunia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) per jiwa; 
c. f\::iKluduk lukaJ~kit berat dan petiu di.-awat seoesar 

Rp. 500.000,00 (tima ratus ribu rupiah) per orang; 
d. Keluarga yang rumah/tempat usahanya roboh/hancur/hangus 

total sebesar f<p. 2.o00.000,00 (dua Juta uma ratus nbu rupaah) 
per rumah; 

e. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat sebesar 
Rp. 1.500.000,00 (satu juta lina ratus ribu rupiah) per keluarga/ 
per musibah; 

Pasal 5 

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dwbah sehingga Pasal 5 ayat (1) 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 

PERATURAN BUPAT1 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG 
PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA 
DI KABUPATEN PURBALINGGA 

MEMUTUSKAN : 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
T ahun 2011 Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Oaerah Kabupaten Dafam Lingkungan Propinsi 
Diawa Tengah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 4022) ; 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 58 1 anun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 53, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengefoiaan Keuangan Oaerah, sebagaimana teiah beberapa kaii 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

11. Peraturan Oaerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 (lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 
Nomor7); 

.. a 24 US 

Menetapkan 

, ' 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 4' 

IMAMS AKTO{ 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19551006 198010 1 002 

Diundangkan di Purbalingga 
padatanggal 10 J~~i 2012 

Pit SEKRETARIS DAERAH 
Asisten Ad 

Ditetapkan di Purbalingga 
padatanggal 10 J~U3I'i 2012 

BUPATI PURBAUNGGA, 

,~t~. 
~ERU SUDJATMOKO 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Purbalingga. 

Pasal II 

f. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang sebesar Rp. 500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah) per keluarga/ per musibah; 

g. Bantuan jaminan hidup bagi korban akibat bencana alam dapat berupa beras dan lauk 
pauk. 

h. Akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indeks 
harga sebesar Rp. 120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah) per tangki air. 


